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SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MAROS 

 

 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MAROS 

 

NOMOR 1/SEK.PA.W20-A5/SK.KU1.1.1/I/2024 

 

TENTANG 

 

TIM PENGELOLA DIPA TAHUN 2024 

 

 

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MAROS, 

 

 

Membaca : Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 

93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 Tentang 
Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan 

Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2024 dan Badan 
Peradilan Di Bawahnya; 

 
Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya DIPA Tahun Anggaran 2024 

untuk Pengadilan Agama Maros, maka dipandang perlu 
melakukan perbaruan atas Keputusan Sekretaris Pengadilan 

Agama Maros tentang Pengelola DIPA; 

  b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kesinambungan 
pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2024 pada Pengadilan 

Agama Maros, maka dipandang perlu menunjuk kembali Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK)/Penanggungjawab Kegiatan, 

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), 
Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan Pengadilan 

Agama Maros Tahun Anggaran 2024; 

  c. Bahwa pejabat yang disebutkan dalam lampiran surat 
keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk menjalankan 

tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK)/Penanggungjawab Kegiatan, Pejabat Penandatangan 

Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran 
dan Staf Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Maros Tahun 

Anggaran 2024 Kode Satker 307445 dan 309069. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
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  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6245); 

  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4958); 
  6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5078); 
  7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 
  8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 
Peradilan; 

  9. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 

210/PMK.05/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Tata Cara 
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN). 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MAROS TENTANG 
TIM PENGELOLA DIPA TAHUN 2024 

 

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Maros 
Nomor: W20-A5/106/KU.00/SK/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 dan 

menyatakan tidak berlaku lagi; 
 

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat kembali Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK)/Penanggungjawab Kegiatan, Pejabat Penandatangan Surat 

Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf 
Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Maros Tahun Anggaran 

2024 dengan susunan tim dan besaran honorarium yang ditetapkan 

sebagaimana disebutkan dalam lampiran I yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 

 
KETIGA : Para pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada diktum 

kedua, wajib menyampaikan contoh tanda tangan (spesimen) kepada 
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Makassar II; 

 

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini, 
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

Pengadilan Agama Maros Tahun 2024 Nomor: DIPA-
005.01.2.307445/2024 tanggal 1 Desember 2023; 

 
KELIMA : Masa kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Penanggungjawab 

Kegiatan, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar 
(PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan 

Pengadilan Agama Maros Tahun Anggaran 2024 terhitung sejak 

tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. 
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KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 

 
 

 
 

    Ditetapkan di KAB. MAROS 

    Pada tanggal 02 Januari 2024  

     

      

 

 

 
 

 

 
 

 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar di Makassar; 
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Prov. Sulawesi 

Selatan di Makassar; 

3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II di Makassar; 
4. Ketua Pengadilan Agama Maros; 

5. Masing-masing yang bersangkutan; 

6. Pertinggal. 
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  LAMPIRAN I 

  KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MAROS 

   NOMOR : 1/SEK.PA.W20-A5/SK.KU1.1.1/I/2024 

   TANGGAL : 02 Januari 2024 

 

 

SUSUNAN TIM  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)/PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN,  

PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM),  
BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN  

PENGADILAN AGAMA MAROS TAHUN ANGGARAN 2023 

 

 

No. Nama / NIP Pangkat/ Gol. Jabatan Kedudukan 
Honor Setiap 

Bulan 

1. 
Kaharuddin, S.Kom., S.H., M.H. 

198002082009041002 

Penata Tk. I - 

III/d 
Sekretaris K P A Rp.  1.036.000,00 

2. 
Ahmad Fadly, S.H.I., M.H. 

19820209.200912.1.004 

Penata Tk. I - 

III/d 

Kasubbag. 

Kepegawaian, 

Organisasi dan 

Tatalaksana 

P P K Rp.  1.512.000,00 

3. 
Alfiand Apriadi, S.Kom. 

198804092011011011 

Penata Tk. I - 

III/d 

Kasubbag. 

Umum dan 

Keuangan 

P P S P M Rp.  396.000,00 

4. 
Santi Pebiana, A.Md. 

199502272022032012 
Pengatur - II/c Pengelola BMN 

Bendahara 

Pengeluaran 
Rp.  344.000,00 

5. 
Sitti Harsani, S.Kom. 

197907012009042004 

Penata Tk. I - 

III/d 

Kasubbag. 

Perencanaan, 
TI dan 

Pelaporan 

Staf  

(Pengelola 

Keuangan) 

Rp.  384.000,00 

6. 
Listiyani, A.Md. 

198709072020122005 
Pengatur - II/c 

Arsiparis 

Terampil/ 

Pelaksana 

Staf  

(Pengelola 

Keuangan) 

Rp.  384.000,00 

7. 
Surahmawati M., S.H., M.H. 

198511282008052001 
Penata - III/c 

Panitera 

Pengganti 

Staf  

(Pengelola 

PNBP) 

Rp.  300.000,00 

 

 
    Ditetapkan di KAB. MAROS 

    Pada tanggal 02 Januari 2024  

     

      

 

 


		2024-01-02T13:26:45+0700
	Maros, Kabupaten
	Disetujui ditandatangani secara elektronik




